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PUTUSAN
Nomor 0325/Pdt.G/2018/PA.Pyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, lahir tanggal 06 Maret 1990, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota
Payakumbuh, sebagai Penggugat;
melawan
Maryonni bin Tamar, lahir tanggal 07 Desember 1961, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Menjahit Pakaian, tempat tinggal
Kota Payakumbuh, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya
tertanggal 03 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0325/Pdt.G/2018/PA.Pyk, tanggal
04 Juli 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah
pada tanggal 23 Desember 2008 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah
NOMOR vyang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kota Payakumbuh tanggal 05 Januari 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh lebih kurang 1
bulan lamanya, kemudian berpindah-pindah, dan terakhir pindah ke rumah

orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh sampai berpisah;
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3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana
layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama
ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir tanggal 23 Februari 2010;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2013 mulai tidak
rukun dan goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang

disebabkan:
4.1, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah

dan kebutuhan rumah tangga, karena sejak Penggugat mulai bekerja,
Tergugat pelit mengeluarkan uang belanja, sehingga untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang berusaha sendiri;
4.2. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, ketika

Penggugat dalam keadaan sakit, Tergugat tidak mau mempedulikan

dan merawat Penggugat;
4.3. Setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat

sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati
Penggugat;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan
perselisihan, Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk
merubah sikapnya, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapinya;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Februari 2014 yang
disebabkan karena Tergugat tidak mau merawat Penggugat yang sedang
sakit, sehingga terjadi perselisihan mulut antara Penggugat dan Tergugat,
dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal lebih kurang 4 tahun 5 bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua di Kota
Payakumbuh, sedangkan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua
Kota Payakumbuh;
8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah
terhadap Penggugat dan anak;
9. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan
kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil,
karena Penggugat merasa tidak sanggup lagi membina rumah tangga
dengan Tergugat;
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10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas,

Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa

yang akan datang;

11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang

ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama
tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil
kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT tehadap PENGGUGAT;
3. Membebaskan Penggugat dari Biaya Perkara;
Subsider:
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak
pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang
menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan relaas
panggilan Nomor 0325/Pdt.G/2018/PA.Pyk, tanggal 06 Juli 2018 dan tanggal 20
Juli 2018, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu
alasan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar
rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak
pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 03 Juli
2018, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:
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A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR tanggal 05 Januari 2009 yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota
Payakumbuh yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya bukti P;

B. Saksi:

1. SAKSI | PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh mengaku
saudara sepupu Penggugat kenal dengan Penggugat dan Tergugat di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada
tanggal 23 Desember 2008;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh, kemudian
sering berpindah-pindah, terakhir kembali membina rumah tangga di
rumah orang tua Penggugat, sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya
rukun tetapi sejak 3 (tiga) tahun terakhir tidak rukun lagi sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan
Tergugat yang saksi dengar dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa
Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan
rumah tangga, Tergugat malas bekerja, Tergugat kurang perhatian
terhadap Penggugat dan anak, kemudian yang saksi lihat sejak 2 (dua)
tahun terakhir, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman
bersama dan selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah

memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan

tetapi tidak berhasil;
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2. SAKSI Il PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh saksi
mengaku kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 23 Desember 2008;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh, kemudian
sering berpindah-pindah, terakhir kembali membina rumah tangga di
rumah orang tua Penggugat, sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun sekitar 4
(empat) tahun, setelah itu tidak rukun lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat

bertengkar;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pasti rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak rukun, hanya saja sehari-hari saksi melihat bahwa Tergugat
kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga,
Tergugat malas bekerja dan cenderung mengandalkan Penggugat dalam
pemenuhan biaya rumah tangga, Tergugat kurang perhatian terhadap
Penggugat dan anak, seperti saat Penggugat sakit, Tergugat tidak mau
mengurus keperluan Penggugat, kemudian sejak 2 (dua) setengah tahun
terakhir, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan
selama itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberikan nafkah
untuk Penggugat dan anak;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat
dengan Tergugat namun tidka berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan
mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;
Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap

dengan gugatannya dan mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang
tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
datang menghadap sendiri (in person) di muka sidang sedangkan Tergugat
tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya
yang sah untuk datang menghadap di muka sidang serta tidak pula terbukti
ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh
hukum (default without reason), meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan
tetapi tidak datang menghadap sidang harus dinyatakan tidak hadir dan oleh
karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya
Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha memberi
nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan
Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia
untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat dan tetap
ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh
karena itu mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang
pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan
hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan
akta nikah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti
P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi kutipan akta nikah telah
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dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti
tersebut menjelaskan mengenai adanya pernikahan yang dilakukan oleh
Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 Desember 2008, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat harus
dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim
berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan
cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini
adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun
dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2013 mulai tidak rukun dan
goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkanTergugat
kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah dan kebutuhan rumah
tangga, karena sejak Penggugat mulai bekerja, Tergugat pelit mengeluarkan
uang belanja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah
yang berusaha sendiri,Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, ketika
Penggugat dalam keadaan sakit, Tergugat tidak mau mempedulikan dan
merawat Penggugat kemudian terjadi permasalahan dalam rumah tangga,
Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati
Penggugat. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Februari 2014 yang
disebabkan karena Tergugat tidak mau merawat Penggugat yang sedang sakit,
sehingga terjadi perselisihnan mulut antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak
saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih
kurang 4 tahun 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap
Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah
menghadirkan dua orang saksi yaitu adik saudara sepupu dan kakak kandung
Penggugat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan
secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh
karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah
memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal
171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tidak
pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun
saksi pertama mengetahui dari cerita Penggugat mengenai keadaan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat dan sejak 2 tahun terakhir saksi melihat
Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sedangkan saksi
kedua menerangkan bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap
nafkah dan kebutuhan rumah tangga, Tergugat malas bekerja dan cenderung
mengandalkan Penggugat dalam pemenuhan biaya rumah tangga, Tergugat
kurang perhatian terhadap Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun sehingga antara Penggugat dan
Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai
suami istri Majelis Hakim menilai keterangan saksi pertama dan saksi kedua
Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian,.
Oleh karenanya kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil
saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan
kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua
Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh
karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi
Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Desember
2008;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan
Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun;
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3. Bahwa selama berpisah, tidak ada komunikasi antara Penggugat dan
Tergugat, tidak lagi saling mempedulikan dan tidak lagi menjalankan hak
dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

4. Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak
pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal
tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga
dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis
Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih
sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dapat disimpulkan fakta hukum benar antara Penggugat dan Tergugat
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di
dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk
mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud
firman Allah Swt. dalam Alguran surat Alrum ayat 21 yang berbunyi:

2855 Jas s Ll 1si8ud) Bl T p8uall e 28T 515 Ol bl S5

0935455 p38) SLY W 09 5] 223 55 8355
“Dan di antara tanda-tanda keku;zsaan—Nya adalah, Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa
kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu

terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka,
bahkan akan mendatangkan kemudaratan yang lebih besar bagi kedua belah
pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

tllowoll > (e parsio awlasll s,
“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik

kemaslahatan (kebaikan)”
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat untuk bercerai
dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal
39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula
dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat
dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat
berdasarkan pengakuan Penggugat telah berhubungan sebagaimana layaknya
suami istri (bakda dukhul) oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang
dijatuhkan adalah talak kesatu berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c
Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain
sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,
sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari
gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT,
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah);

Hal.10 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 0325/Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan
Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 Masehi bertepatan
dengan tanggal 13 Zulkaidah 1439 Hijriah oleh kami Dra.Hj. Wadi Dasmi,
M.Ag,. sebagai Ketua Majelis, Dra. Indrayunita dan Anneka Yosihilma, SH,.
MH,. masing-masing hakim anggota. Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis
tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan
didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu Renol Syaputra, S.HI
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota Dra.Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Dra. Indrayunita

Hakim Anggota

Anneka Yosihilma, SH,. MH

Panitera Pengganti

Renol Syaputra, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses ' Rp. 50.000,00
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3. Leges ' Rp. 3.000,00
4. Biaya panggilan ' Rp. 210.000,00
5. Biaya meterai ' Rp. 6.000,00
6. Redaksi : Rp. 5.000,00

Jumlah :Rp. 304.000,00

(Tiga ratus empat ribu rupiah)
Payakumbuh, 26 Juli 2018

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. H. Armen, SH
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